BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR . 8212 /kep 1y32- Brpsppm /2022
LAMPIRAN : 2 (DUA) DAFTAR

TENTANG

PENETAPAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM DAN DARI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI SUB-KOORDINATOR SUB-SUBSTANSI

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

bahwa untuk mewujudkan organisasi yang proporsional,
efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan Kkinerja
pelayanan kepada publik perlu dilakukan penataan organisasi
dan tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purwakarta;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, dalam
penyelenggaraan organisasi dan peningkatan kinerja
pelayanan  kepada masyarakat, perlu dilaksanakan
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawali
Negeri Sipil dalam dan dari tugas tambahan sebagai Sub-
Koordinator Sub-Stansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purwakarta;

bahwa penetapan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil dalam dan dari tugas tambhan sebagai Sub-
Koorinator Sub Substansi sebagaimana dimaksud pada huruf
b, telah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pertimbangan
Jabatan dan Kepangkatan / Tim Penilai Kinerja Pegawai
Negeri Sipil Kabupaten Purwakarta;

bahwa pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari tugas tambahan sebagai
Sub-Koordinator Sub-Substansi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purwakarta, sebagaimana dimaksud pada huruf c,
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah
Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI
Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (LNRI Tahun 2014 Nomor 6, TLNRI Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan  Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan
Jabatan Struktural;

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan
Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan
Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten
Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog
Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator
Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi,
Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Dan
Teknisi Eelektromedis;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun
2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor
3);

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 231 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2021 Nomor 231);

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 238 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 238);



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

12.  Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 242 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan
Kebudayaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun
2021 Nomor 242);

13.  Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 252 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2021 Nomor 252);

1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2020 tentang
Pengangkatan Pejabat Pengawas ke dalam Jabatan
Fungsional melalui Mekanisme Penyetaraan,;

2 Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 800.05/Kep.340-
BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019 tentang Perubahan Atas
Keputusan Bupati Nomor 829.05/Kep.770-BKPSDM/2018
Tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan Dan
Kepangkatan/Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Purwakarta;

3 Berita  Acara  Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan/Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Purwakarta Nomor 821/BA-01/BKPSDM/2022
tanggal Januari 2022;

MEMUTUSKAN :

Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang
namanya tersebut dalam kolom 2 dari tugas tambahan sebagai Sub
Koordinator Sub-Substansi sebagaimana tersebut dalam kolom 6
lampiran Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-
jasanya selama memangku jabatan tersebut.

Menetapkan tugas tambahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada diktum Kesatu dalam Sub Koordinator
Sub-Substansi sebagaimana tersebut dalam kolom 7 lampiran
Keputusan ini.

Kepada pemegang jabatan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA
diberikan tunjangan jabatan fungsional bagi yang tidak terdampak
kebijakan penyederhanaan birokrasi diberikan sesuai Peraturan
Presiden Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan
Fungsional Dokter, bagi pejabat administrasi yang disetarakan
kedalam jabatan fungsional, besaran tunjangan jabatannya akan
dibayarkan sesuai dengan besaran tunjangan jabatan pada jabatan
sebelumnya sampai berlakunya peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang penyetaraan penghasilan bagi pegawai
negeri sipil yang terdampak kebijakan penyederhanaan birokrasi.



KEEMPAT . Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali
sebagaimana mestinya.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal (, Januari 2022

BUPATI PURWAKARTA

RATNA'MUSTIKA
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